BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR 4/ TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN

Menimbang

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
merupakan salah satu bagian penting dalam upaya
pencegahan tindak pidana korupsi;

bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan
tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tebo, perlu dilakukan perluasan wajib lapor
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara guna
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Penyelenggara Negara;

bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (KKN) diperlukan komitmen bagi
Penyelenggara Negara di lingkungan pada Pemerintah

Kabupaten Tebo untuk melaporkan harta kekayaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada
huruf a, b dan c¢ perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999
tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,
Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 6865);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);



11. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan
Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN

PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

Daerah adalah Kabupaten Tebo;

Bupati adalah Bupati Tebo;

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi Kewenangan Daerah;

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tebo yang menjalankan fungsi dan tugas eksekutif, legeslatif
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan
penyelenggaraan  Negara  sesuai dengan ketentuan  peraturan

perundang-undangan yang berlaku,



6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

7. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat
LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak
terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi
mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan
data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

8. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak
bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban
lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara
Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara,
baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau
pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara
memangku jabatannya;

9. Wajib LHKPN adalah Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Bupati
untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya;

10. Pengelola LHKPN adalah Unit Pengelola LHKPN yang mengelola dan
mengkoordinasikan LHKPN;

BAB 11
WAJIB LHKPN

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara Wajib menyampaikan LHKPN;
(2) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Bupati Tebo;

b. Wakil Bupati Tebo;

c. pejabat pimpinan tinggi pratama;

d. pejabat administrator;

€. direktur rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah;
f. direktur badan usaha milik daerah;

g. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK;
h. staf khusus; dan

i. ajudan Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus Aparatur Sipil Negara
yang menerima penghasilan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



BAB III
PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK pada saat:

a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali

menjabat;

b. berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara,
c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
d. masih menjabat.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak:

a. saat pengangkatan pertama;

b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun,

sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4
(1) Penyampaian LHKPN pada saat Penyelenggara Negara masih menjabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dilakukan secara
periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh

sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;

(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5
(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4

disampaikan secara eletronik melalui aplikasi e-LHKPN;

(2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan format
yang ditetapkan oleh KPK.



BAB IV
TIM PENGELOLA LHKPN

Pasal 6
(1) Untuk mengelola dan mengkoordinasikan LHKPN dibentuk Tim Pengelola
LHKPN.di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

Bupati.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. mengumumkan nama-nama yang menjadi Wajib LHKPN;

b. melakukan sosialisasi kepada Wajib LHKPN mengenai tata cara dalam
pendaftaran LHKPN;

c. mengelola aplikasi e-LHKPN di instansinya, termasuk pemutakhiran data
Wajib LHKPN;

d. memfasilitasi Wajib LHKPN yang mengalami kendala dalam pengisian
LHKPN; dan

e. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap data Wajib LHKPN dan
tingkat kepatuhan Wajib LHKPN.

(4) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf e, Tim dapat berkoordinasi dengan KPK.

BAB V
SANKSI

Pasal 7
Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi
kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, yang
terlambat atau tidak melaporkan harta kekayaan serta memberikan keterangan
tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat diberikan sanksi sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo

(Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2019 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.



Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal, 30-9- 2025
BUPA EBO,
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AGUS RUBIYANTO

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal, 20 -9 - 2025

Pj. SEXKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,
INDI
BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2025 NOMOR 4
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